
BUPA?I HALMA}IERA BARAT
JAILOLO

KEPUTT'SAIT BUPATI HALMAHERA BAR#T
NOM0R: 3 /KPTSIV 2a25

TENTANG

PELIMPAHAIT I{TKUASAAITT PEIGEI,OLAAIT I{TUAITGAII DATRAII DARI BUPATI
SELAKU KEPALA DAERATI IITPAI'A KEPALA PERAIVGKAT DASRATI
DI LIITGIfiITGAN PEMERIISTAIT KABUPATEil HAI,MAIIENA BARAT

SEBAGAI PF,JABAT PEMIGAITG KTWEITTAITGAI{
KUASA PEIIIGCiUITA AITGGARAIT

TAHI'IT AISG{}ARAIT 2ol23

BUPATI HALMA}IIRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A'21, maka
berdasarkan Pasal 4 avat (3) dan ayat (4) huruf c Perat.uran
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2A2A tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah periu melimpahkan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Haknahera Barat.
sebagai Pejabat Pernegang Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
dalam petraksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku
Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Sebagai Pejabat
Pemegang Kervenangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun
Anggaran 2425.

Mengingat : 1. Unrlang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wiiayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undalg;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemtrentukar
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Rarat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selat.an,
Kabupaten Kepulauan Sula, Katrupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaarl

Negara;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun '20'22 tentang I-Iubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
L Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil

Negara;
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L Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20lq tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 77 Tai:run '2024 tentang

Pecloman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2A21 tentang PeruLrahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat" Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembent.ukan dan susunan Perangkat l)aerah
Kabupaten F{almahera Barat;

13. Peratrtran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun

2A22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan l)aerah Nomor 2 Tahun '2A'23 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten l{almahera Barat;

15" Peraturan Daerah Kabupaten Fialmahera Barat Nomor Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aerah
Kabupaten l-Ialmahera Barat Tahun Anggaran 2A25;

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

: Melimpahkan Kekuasaan Pengeiolaan Keuangan Daerah dari
Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabgpaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pernegang Kewelangan Kuasa Pengguna Aaggaran
Tahun Anggaran 2025.

: pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala
Perangkat Daerah bertugas :

a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tjndakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban Anggaran Belanja;
d. Melaksanakan anggalan SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan Fihak lain

dalam batas Anggaran yang teiah ditetapkan;
Menandatangani SPM;
Mengelola utang dan piutang -Yang menjadi tanggung jawat:
SKPD yang dipimPinnYa;

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k. Mengannasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. Menetapkan PPIK dan PPK SKPD;
rn. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang ciipimpiffi3ra

dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. Bertanggung jar,vab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaia

Daerah melalui Sekretaris Daerah'

: peiimpahan seLragaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala
Perangkat Daerah diberi wewenang untuk:
a. Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK) yang

benvenang melaksanakan fungsi tata keuangan pada satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h.
i.

KETIGA



KBEMPAT

KELIMA

KEENAM

-3-

t!. Menuniuk Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan tPFrfK) y1nq

berwenangmelaksanakansatuataubeberapakegiatandari
suatu program sesuai birlang tugas pada Satuan Ke{a

Perangkat Daerah {SKPD};
C.it,lenuniukPejabat}.angber.wenangmenandatanganiSrrrat

Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah'

d. I\{enunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani si-rrat

Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;

f.MerruniukpembantuBendalraraPenerimaandanPembantu
Bendahara Pengeluaran.

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana diruaksud dalaur

DiktumKesatu,tetapberperlomanpadaketentuanPeraturan
pemerintah Nomor I2 Tahun ',2o79 tentang Pengelolaan Keuangal
Daerah dan Perat-uran Menteri DalamNegeri Nomor 77 Tahurt

2O'2O tentalg Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah dan

ketent.uan Perundang-undangan lainnya'

pelimpaiian sebagairnana maksutl Diktum Kesatu para Kepala
perangkat Daerah berlanggungjawab penuh atas Pengelalaaa

t<*,r.rr-g*r. pada I'erangkat Ilaerah -Yang dipimpinnya sest-lai

ketent-uan peraturan perundang- r-indangan Yang berlaku'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI

?embasan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Da-lam Negeri di.Iakarta,
2,. Gubernur Maluku Utara di Sofi{i,
3, Badan Pemeriksaan Keuangan Perrn'akilan Maluku Utara di Ternate 

'
+. lnspektur Inspektorat Kabupaten Hahnahera Barat di Jailoltl,

5. Kepaia BKAD Kab. Halmahera Barat di Jaiiolo,
6. Yang bersangkuta:r untuk diketahui dan seperiunya'

Ass. Bid. Eko. & Pembangunan

Ir.abag. Hukuln & Orgs JAIVIES UA]IIG

Jailolo
* Januari


